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This study identifies the partnership relationship between the Regional 
Government and the Regional House of Representatives (DPRD) of 
Indramayu Regency in the preparation of the Regional Revenue and 
Expenditure Budget of Indramayu Regency. The theory used is the 
partnership theory which contains three principles: equality, transparency 
and mutual benefit. The partnership theory describes how the principle of 
equality and the principle of transparency are implemented at the stage of 
preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget in Indramayu 
Regency. Mutual benefit is also described as the result of the 
implementation of the APBD, followed by an analysis of the obstacles 
experienced in the preparation of the APBD in Indramayu Regency as well 
as the efforts of stakeholders in overcoming obstacles. The research 
method used is descriptive qualitative research method. The conclusion of 
the study shows that, there are differences in the application of the 
principle of equality in the musrenbang between one village/kelurahan and 
another in each sub-district. There is a polarization in the application of the 
principle of transparency among residents in terms of affiliation or political 
support for the Village Head (Kuwu). SKPD seems to be more dominant in 
the development planning process than community members. In addition, 
the benefits received by some community members from the 







Tujuan penting pemberian otonomi daerah adalah untuk peningkatan 
pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, 
keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi 
antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, 
mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, 
meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi 
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Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain diterbitkan UU No. 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah serta diperkaya oleh teori good governance sebagai 
pegangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada gilirannya semangat UU 
No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan semangat good governance 
ini mengerucut ke dalam pola kemitraan yang mengandung 3 (tiga)  prinsip/dimensi 
pada tataran pelaksanaannya yaitu, 1) kesetaraan, 2) transparansi dan 3) 
keuntungan/ manfaat bersama (mutual benefit).  
Penerapan ketiga prinsip/dimensi kemitraan di atas dapat diterapkan pada dua 
tingkatan penyusunan APBD. Tingkatan pertama adalah pada tataran hulu 
kebijakan. Pada tahap ini ketiga prinsip/dimensi kemitraan diperlakukan sebagai 
pemandu proses perencanaan partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, 
swasta dan masyarakat. Pada tahap ini pula relasi kuasa dan dominasi kemudian 
dipinggirkan oleh kekuatan argumentasi yang bersumber dari berbagai persoalan 
nyata yang dirasakan oleh masyarakat sehingga kemudian muncul bargaining dan 
kompromi dalam penentuan prioritas agenda setting.  
Kemudian pada tingkatan tujuan, ketiga prinsip/dimensi kemitraan 
dipergunakan untuk menjadi pintu masuk evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dari 
tahun ke tahun yang termuat dalam LKPJ Bupati, terutama untuk mengamati sejauh 
mana manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan sejauh mana dampaknya 
mampu menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. Terkait itu, evaluasi dapat 
dimulai dengan melihat konsistensi atas usulan-usulan program dari masyarakat, 
baik dari segi jumlah maupun dari segi nama-nama usulan program yang kemudian 
dimasukkan ke dalam agenda setting. 
Meski demikian, tampaknya pola kemitraan dengan ketiga dimensi/prinsipnya 
tersebut di atas masih kurang terlaksana di Kabupaten Indramayu. Masih dijumpai 
kasus-kasus seperti, masyarakat yang tidak diundang dalam kegiatan musrenbang 
dan banyaknya Kepala SKPD yang sering mewakilkan tanggung jawab pembahasan 





Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata partnership dan 
berasal dari kata partner yang berarti pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon. 
Sedangkan partnership berarti persekutuan atau perkongsian. Ibrahim dalam 
Melyanti (2014) mencatat bahwa, pada bagian pertama Undang-undang kemitraan 
(partnership) 1890, mendefinisikan kemitraan sebagai berikut : “The relationship 
which subsist between persons carrying on abusiness with a view to profit”. (suatu 
hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan suatu usaha 
dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan) (Melyanti, 2014). Teori kemitraan 
yang kemudian dikembangkan oleh Cheeseman berisi : “Voluntary Association of 
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two or more person for carrying on a busineesas co-owner for profit, The formation 
of a partnership creates certain right and duties among partners and with third 
parties. These right and duties are established in the partnership agreement and 
by law”. (Kemitraan atau yang dikenal dengan istilah persekutuan adalah secara 
sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan 
menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk kemitraan 
menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban 
para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-
undang) (Melyanti, 2014; Putra, 2016; Putra et al., 2020; Putra & Hasbiyah, 2020).  
Partnership (kemitraan) merujuk pada Mohr dan Spekman adalah hubungan 
strategik yang secara sengaja dirancang atau dibangun antara perusahaan-
perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manfaat bersama dan 
saling kebergantungan yang tinggi (Mohr & Spekman, 1994). Sedangkan menurut 
Farazmand dalam Mardiyanta (2011) “Partnership implies joint and voluntary 
endeavors toward a common purpose. In the context of sound governance, 
partnership is essential and requires genuine participation of the stakeholders, 
meaning all citizens who have stakes in the governance process.” (Mardiyanta, 
2011) 
Menurut Wibisono dalam Rahmatullah (2012) dan Melyanti (2014) partnership 
adalah hubungan yang terjadi antara civil society, pemerintah dan atau sektor swasta 
dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, 
kesetaraan, dan kemandirian (Melyanti, 2014; Rahmatullah, 2011). Musselman dan 
Hughes (1964) mengemukakan pengertian kemitraan : “an association of two or 
more persons to carry on as coowners of a bussines for profit” (Musselman & 
Hughes, 1964). 
Kemudian diterjemahkan oleh Alma (1993) partnership adalah suatu asosiasi 
atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari 
keuntungan. Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan 
swasta, merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan 
dan aturan-aturan yang telah disepakati antar berbagai pihak yang bermitra (Alma, 
1993). Kemudian kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan 
sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra ini. Kemitraan dapat terbentuk 
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: ada dua pihak atau lebih, memiliki 
kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan dan saling membutuhkan 
(Utomo et al., 2017). 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah suatu 
bentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling   dalam rangka 
meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan di suatu bidang tertentu, tujuan 
tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Secara 
khusus pada bidang pelayanan publik, pengertian kemitraan mengacu kepada 
dukungan sukarela dan resiprokal (timbal balik) antara dua atau lebih badan sektor 
publik yang berbeda Feyerabend (1996) dalam Fatmawati (2011). Dengan kata lain 
antar administrasi publik dengan privat, termasuk organisasi nonprofit dan berbagai 
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sektor tersebut saling memberikan dukungan satu sama lain dalam rangka 
pelayanan publik yang menjadi bagian dari misi pemerintah (Fatmawati, 2011). 
 
Prinsip Kemitraan 
Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono dalam 
Rahmatullah (2011) merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu: 1) 
Kesetaraan atau keseimbangan (equity). Pendekatannya bukan semata-mata top 
down dan bottom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan 
yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. 2) Transparansi 
diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi 
transparansi pengelolaan informasi dan pengelolaan keuangan. 3) Saling 
menguntungkan (mutual benefit). Kemitraan harus bermanfaat bagi semua pihak 
yang terlibat (Rahmatullah, 2011). 
Terkait dengan prinsip kesetaraan dalam kemitraan, dapat diartikan dengan 
adanya hubungan yang seimbang atau setara bagi kedua belah pihak yang bermitra. 
Mulyana (2004) mengartikan kesetaraan dengan menempatkan kedua belah pihak 
yang menjalankan kemitraan usaha dalam posisi tawar yang setara.(Putra & 
Hasbiyah, 2020)  Dengan demikian sebagai suatu tindakan kolektif maka hubungan 
kemitraan, kedudukan antar anggota dan antar kelompok adalah sejajar atau sama. 
Sinergi berkaitan dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki masing-
masing sehingga setiap komponen anggota kelompok yang bekerja sama akan 
mendapatkan keuntungan dan manfaat yang lebih adil. 
Berikutnya adalah tentang transparansi. Menurut Mardiasmo (2004), 
transparansi berarti keterbukaan (openess) pemerintah dalam memberikan informasi 
yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak 
yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004). Pemerintah berkewajiban 
memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk 
pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, 
transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara 
pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang 
bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan 
masyarakat.  
Sedangkan menurut Rochman (2000), transparansi adalah prinsip yang 
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 
tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses 
pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai (Rochman, 2000). 
Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang 
dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan 
pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan 
menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat 
berdasarkan preferensi publik. 
Sementara itu Sedermayanti (2013) menyatakan, transparansi dapat dilihat dari 
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3 aspek: 1) Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, 2) Adanya akses 
informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, 
3) Berlakunya prinsip check and balance antarlembaga eksekutif (Kepala daerah) dan 
legislatif (DPRD) (Sedermayanti, 2013). Tujuan transparansi membangun rasa saling 
percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi 
informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Terakhir, berbicara transparansi 
berarti adanya ketegasan antara rahasia negara dengan informasi negara yang 
terbuka untuk publik (Santosa, 2008). 
Selanjutnya terkait dengan pengertian keuntungan atau manfaat. Menurut 
Djayasinga (2015) Manfaat berarti sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 
pelaksanaan kegiatan. Istilah ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari hasil 
suatu kegiatan. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, 
khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Manfaat dari sesuatu 
menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan 
dan berfungsi dengan optimal (tepat alokasi dan waktu). Manfaat ini bisa dirasakan 
oleh Pemerintah Daerah, masyarakat umum serta pihak-pihak lain, baik 
kemanfaatan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang (Djayasinga, 2015). 
Tujuan Kemitraan 
Tujuan dilakukannya kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik 
sehingga antar pihak-pihak yang bermitra saling memberikan keuntungan, bukan 
sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan pihak lain (Sulistiyani 
dalam (Melyanti, 2014)). Oleh karena itu, untuk menciptakan sebuah kemitraan yang 
saling menguntungkan dan bermanfaat maka perlu komitmen yang seimbang antara 
satu dengan lainnya. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan, 
kelompok-kelompok atau badan usaha. Adapun pihak-pihak yang bermitra dapat 
memiliki status yang setara atau subordinate, memiliki misi yang sama ataupun misi 
yang berbeda sehingga saling mengisi atau melengkapi secara fungsional. 
Kemitraan mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih berinteraksi secara dinamis 
untuk mencapai tujuan bersama.  
Terdapat tiga unsur pokok dalam kerangka kemitraan yaitu unsur dua pihak 
atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama. Jika ada salah satu unsur 
tidak termuat dalam ketiga unsur maka tidak dapat dikatakan kemitraan. Unsur dua 
pihak atau lebih, menggambarkan suatu himpunan dari kepentingan- kepentingan 
yang satu dengan yang lain saling memengaruhi sehingga interaksi diwujudkan 
untuk mencapi tujuan bersama. Unsur interaksi bersifat dinamis yang berarti 
kemitraan yang dilakukan akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. 
Sehingga kemitraan menempatkan pihak-pihak pada posisi yang seimbang, serasi 
dan selaras. 
Pola Kemitraan 
Definisi pola menurut kamus besar bahasa Indonesia (1994) adalah suatu 
model, sistem, cara kerja (pemerintahan) atau bentuk (struktur) yang tetap. Dalam 
implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal, karena 
terkadang didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Sulistiyani dalam 
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Melyanti (2014) masih mencatat adanya satu bentuk lain dari pola kemitraan yang 
dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya (Melyanti, 
2014), yaitu: 
Subordinate union of partnership 
Subordinate union of partnership yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua 
pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini 
terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan 
yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak 
berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan 
berada pada hubungan atas bawah, kuat- lemah. Oleh karena kondisi demikian ini 
mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang. 
Linear union of partnership 
Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis 
lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama 
adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. 
Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau 
organisasi, status atau legalitas. 
Linear collaborative of partnership 
Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, 
status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan 
utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan 
kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling 
tersubordinasi. 
Faktor Penghambat Hubungan Kemitraan 
Novri Susan (2009:41) menyebutkan bahwa perbedaan pendapat di antara dua 
atau lebih anggota atau kelompok dan organisasi dapat menghambat hubungan- 
hubungan yang terdapat dalam organisasi tersebut. Kondisi ini muncul dari 
kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas 
kerja dan mereka mempunyai status, tujuan, nilai, atau pandangan yang berbeda, 
dimana masing-masing pihak berupaya untuk memenangkan kepentingannya 
(Susan, 2009).  
Menurut Rakhmat, dalam Sabian Utsman (2007) paling tidak terdapat lima hal 
yang dapat menghambat hubungan-hubungan yang terjadi dalam suatu organisasi 
maupun dalam suatu relasi sosial dan politik, yaitu: (1) kompetisi: satu pihak 
berupaya meraih sesuatu, dengan mengorbankan pihak lain (2) dominasi: satu pihak 
berupaya mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar (3) 
kegagalan: menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan (4) 
provokasi: satu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain dan (5) 
perbedaan nilai: terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya 
suatu masalah (Utsman, 2009). 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai hal 
yang dapat termanifestasi sebagai faktor-faktor penghambat relasi kemitraan antara 
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Pemerintah Daerah, DPRD dan masyararakat dalam proses penyusunan APBD. 
Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: (1) kompetisi: satu pihak berupaya meraih 
sesuatu, dengan mengorbankan pihak lain (2) dominasi: satu pihak berupaya 
mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar (3) kegagalan: 
menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan (4) provokasi: 
satu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain dan (5) perbedaan nilai: 
terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Merujuk pandangan Irawan (2006) bahwa tujuan utama penelitian kualitatif 
adalah untuk memahami “makna” (meaning) yang berada di balik fakta- fakta. Lebih 
jauh Irawan mengatakan bahwa penelitian kualitatif disebut verstehen (pemahaman 
mendalam) karena mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan 
tuntas. Peneliti sendiri harus menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data 
dengan cara mengobservasi langsung obyek yang diteliti. Atau sering disebut 
dengan participant obsevervation (Irawan, 2006). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pelaksanaan Prinsip Kesetaraan 
Prinsip seteraraan merupakan suatu kondisi dimana Pemerintah Daerah dan 
DPRD harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan masyarakat dalam 
penyusunan APBD di Kabupaten Indramayu. Secara teknis kesetaraan berarti 
terakomodirnya usulan program masyarakat melalui Musrenbang tanpa adanya 
diskriminasi dan dominasi yang diparalelkan dengan program masing-masing SKPD. 
Di satu sisi searah dengan RPJMD dan program prioritas Pemerintah Daerah dan, di 
sisi lain, sejalan dengan program hasil reses Anggota Dewan untuk selanjutnya 
dituangkan ke dalam dokumen APBD. 
Sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan pelaksanaan prinsip 
kesetaraan dalam perencanaan partisipatif di Kabupaten Indramayu, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak semua Ketua RT dilibatkan dalam perencanaan 
partisipatif (Musrenbang) pada tingkatan pemerintahan desa/kelurahan. Konsekuensi 
dari tidak dilibatkannya seorang pengurus RT selama bertahun-tahun dalam 
Musrenbang adalah, lingkungannya tidak terkena kegiatan program yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Menurut seorang 
informan, hal itu terjadi karena adanya perbedaan pandangan politik (afiliasi politik) 
baik dengan pihak Kuwu maupun pihak Kepala Daerah (Pemenang Pilkada) 
Hasil penelitian lebih jauh menunjukkan beberapa sikap masyarakat terhadap 
Musrenbang. Pertama, sikap masyarakat yang apatis terhadap Musrenbang 
didorong oleh sikap Kuwu dalam merespon usulan-usulan program atau kegiatan 
dari masyarakat desa. Pada awalnya masyarakat desa itu mungkin masih turut 
berpartisipasi dalam Musrenbang namun, karena yang mendapatkan prioritas untuk 
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direalisasikan usulan programnya hanyalah mereka yang memilih Kuwu maka 
sebagian dari masyarakat desa menjadi apatis dan enggan dalam merespon 
Musrenbang. Kedua, persoalan pihak pendukung dan tidak mendukung tampaknya 
masih menjadi alasan utama mengapa suatu kelompok masyarakat dilibatkan atau 
tidak dilibatkan dalam Musrenbang sekaligus menjadi alasan mengapa suatu 
kelompok masyarakat kurang bisa mendapatkan manfaat dari APBD. Pada tingkatan 
Kabupaten Indramayu bentuk keberpihakan ini dikemas dalam afiliasi politik, 
sedangkan keberpihakan di tingkat desa bermula dari proses pemilihan Kepala 
Desa/Kuwu. Dengan kata lain, mereka yang usulan programnya menjadi prioritas 
dan direalisasikan adalah mereka yang berdiri di pihak pemenang. 
Idealnya, Musrenbang mempertemukan berbagai kelompok warga, 
mendiskusikan persoalan yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas 
pembangunan. Agenda ini juga berfungsi sebagai wadah negosiasi, rekonsiliasi 
sekaligus harmonisasi perbedaan antara pemerintah daerah dan non pemerintah, 
sekaligus mencapai konsensus bersama tentang prioritas kegiatan pembangunan 
serta anggarannya. Proses penganggaran partisipatif hendak menyediakan ruang 
bagi publik untuk menentukan dan memutuskan kebutuhan yang akan dimasukkan 
dalam prioritas.  
Tujuannya agar mencapai konsensus, komitmen, kesepakatan dan kemitraan 
antara pemerintah daerah dan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. 
Segenap pihak berupaya mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan yang 
mengakomodasi aspirasi dan memberdayakan sekaligus mampu memberdayakan 
sumber daya lokal. Akan tetapi, partisipasi dan praktek kesetaraan dalam 
Musrenbang di Kabupaten Indramayu tidak berjalan seperti harapan. Terdapat 
banyak penuturan yang meragukan bahwa kesetaraan dalam perencanaan 
partisipastif telah dilaksanakan dengan baik. Musrenbang dalam pelaksanaannya 
kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas dan tak jarang Musrenbang 
dihelat sebatas seremonial dan acara rutin belaka. 
Pelaksanaan Prinsip Transparansi 
Transparansi berarti keterbukaan (openess) pemerintah dalam memberikan 
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada 
pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Di kabupaten Indramayu, transparansi 
informasi tentang pengelolaan program dan anggaran merupakan hal yang 
diupayakan oleh Pemda Indramayu. Hal itu tergambar dalam misi ke 5 (lima) dari 
visi REMAJA yaitu, “Mengembangkan Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari misi ke-5 
ini adalah “Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan”. 
Hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan prinsip transparansi dalam proses 
penyusunan APBD menunjukkan bahwa di Kabupaten Indramayu warga masih 
kesulitan untuk mendapatkan informasi, baik informasi tentang program maupun 
informasi tentang pengelolaan anggaran. Birokrasi di Indramayu cenderung tertutup 
dalam hal informasi tentang pengelolaan program dan anggaran. Selain itu, terdapat 
indikasi untuk melakukan tekanan ketika seorang warga berkepentingan dengan 
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suatu informasi, khususnya di desa. Ketertutupan ini seolah menjadi suatu alasan 
pembenar pula, mengapa capaian-capaian pembangunan daerah yang 
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak pernah 
disampaikan dalam forum Musrenbang agar bias dievaluasi oleh publik. 
Prinsip Keuntungan/Manfaat Bersama 
Prinsip keuntungan/manfaat bersama (mutual benefit) berarti adanya sesuatu 
yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh 
APBD. Istilah ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan. 
Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam 
jangka menengah dan jangka panjang. Manfaat dari sesuatu menunjukkan hal yang 
diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan 
optimal (tepat alokasi dan waktu). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, manfaat dari proses dan pelaksanaan APBD dapat dirasakan langsung 
oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan manfaat tersebut dapat terdistribusikan dengan 
baik sampai ke masyarakat umum serta pihak-pihak lain selaku aktor pembangunan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat selaku salah satu aktor 
pembangunan kurang bisa merasakan keuntungan/manfaat dari pelaksanaan APBD. 
Manfaat atau keuntungan tersebut terlihat sangat minim jika dikaitkan dengan, 
misalnya, kualitas infrastruktur dalam rangka menopang mobilatas perekonomian 
masyarakat. Buruknya kualitas pembangunan infrastruktur jalan mengindikasikan 
kurangnya pengawasan dari SKPD terkait, yakni Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. 
Buruknya kualitas pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa pengawasan 
yang masuk dalam anggaran dinas terkait tak difungsikan secara maksimal. 
Utamanya adalah anggaran menyangkut fungsi pengawasan yang ada di Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh kecamatan di kabupaten Indramayu. 
Faktor Penghambat 
Berbicara tentang faktor penghambat hubungan kemitraan Pemerintah Daerah, 
DPRD dan masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Indramayu adalah 
berbicara tentang kondisi-kondisi tertentu yang menghalangi terwujudnya hubungan 
kemitraan serta tujuan dari kemitraan itu sendiri. 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor dominasi dan kompetisi 
merupakan dua hal yang merupakan faktor penghambat relasi kemitraan Pemerintah 
Daerah, DPRD dan masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Indramayu. 
Pemerintah Daerah tampak lebih dominan dalam proses penyusunan APBD di 
Kabupaten Indramayu yang menggambarkan, antara lain, lemahnya fungsi kontrol 
DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.  
Fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang 
bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang 
berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta 
pembangunan di daerah. Dalam tata kepemerintahan yang baik, pengawasan 
berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi 
sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. 
Lemahnya pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu atas proses pembahasan 
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PPAS, sedangkan program-program prioritas berada di PPAS tersebut, 
menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu lebih dominan dalam 
menentukan program-program prioritas tanpa ada umpan balik yang berarti dari 
DPRD Indramayu. Karakteristik dari adanya dominasi Pemerintah Daerah tersebut 
lebih jauh memperlihatkan bahwa daya tawar masyarakat terhadap usulan program 
yang menurut mereka adalah usulan prioritas terbentur dengan struktur 
pemerintahan di atasnya. 
Faktor penghambat hubungan kemitraan Pemerintah Daerah, DPRD dan 
masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Indramayu selanjutnya adalah 
adanya kompetisi antar SKPD dalam menentukan skala prioritas program. Kompetisi 
berarti adanya satu pihak yang berupaya meraih sesuatu, dengan mengorbankan 
pihak lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ego masing-masing SKPD sangat 
dominan sehingga hal tersebut menggambarkan suatu kondisi bahwa sesama SKPD 
di Kabupaten Indramayu saling berkompetisi agar program mereka masing-masing 
yang dianggap lebih prioritas ketimbang yang lainnya. Konsekuensi dari hal tersebut, 
oleh karenanya, dapat menyebabkan usulan program dari masyarakat akan kurang 





Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
hubungan kemitraan Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat dalam penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Indramayu, secara 
umum dapat disimpulkan bahwa hubungan kemitraan Pemerintah Daerah, DPRD 
dan Masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Indramayu yang bersandar 
pada prinsip kesetaraan, transparansi dan keuntungan/manfaat bersama (mutual 
benefit) masih belum berjalan secara optimal dan perlu perbaikan di sana-sini. 
Kemudian secara khusus penelitian ini menyimpulkan bahwa: 
Terdapat perbedaan penerapan prinsip kesetaraan antara satu Desa/Kelurahan 
dengan Desa/Kelurahan lainnya pada masing-masing kecamatan dalam 
pelaksanaan Musrenbang. Adanya polarisasi dalam penerapan prinsip transparansi 
antar warga dilihat dari afiliasi atau dukungan politik terhadap Kepala Desa (Kuwu) 
maupun Kepala Daerah sebagian masyarakat relatif kurang menerima manfaat dari 
pelaksanaan APBD. Dominasi struktural dan kompetisi antar SKPD masih menjadi 
penghambat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Indramayu. 
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